PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl.
padl) Gad 3 A py
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara:
Nurlaila binti Syarif Tuan Caddi, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Jalan Tongkol Nomor 98, RT 001/RW 004, Kelurahan
Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, sebagai Penggugat;
melawan
2 Rais bin Abdul Rahman Radjak, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans
Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan
Palu Utara, Kota Palu, sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
Telah memeriksa alat-alat bukti.
DUDUK PERKARA
Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan
Register Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 3 Agustus 2017,
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-

dalil sebagai berikut:
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1. bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dengan
Akta Nikah Nomor 60/40/X11/2007 Tanggal 24 Desember 2007;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke alamat
sebagaimana tersebut di atas;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

. bernama Syafa Azzahra binti Rais, umur 3 (tiga) tahun;

4. bahwa sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal yang sepele, tidak
terbuka dalam soal keuangan, dan bersikap dingin;

5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 sehingga terjadi
perpisahan tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina dan
mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

' rahmah sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir untuk

menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian.
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3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun telah
dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa
alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan

' nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibcakan dalam sidang
tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 601/40/XI11/2007 Tanggal
24 Desember 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti
P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai
berikut:

1. Sitti binti Lahuku, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

' rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tongkol No. 98,

Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah

menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan
Tergugat hanya menantu;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23
Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu
orang anak yang bernama Syafa Azzahra;
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- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi
sekarang;

- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat
tidak rukun lagi;

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, hanya saja pertengkaran mereka yang terakhir
saksi tidak melihatanya karena saksi tidak berada di rumah
pada waktu itu;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

. tinggal sejak bulan Juni 2017;

- bahwa benar Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersamanya dengan Penggugat;

- bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersamanya dengan Penggugat, saksi tidak melihat ada nafkah
yang dikirimkan kepada Penggugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bersama
Penggugat di rumah kediaman bersama mereka;

2. Milda Anggraeni binti Syarif Tuan Caddi, umur 27 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan
Tongkol No. 98, RT 001/RW 004, Keluarahan Labuan Bajo,

. Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan
Tergugat hanya ipar;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
23 Desember 2007, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu
orang anak yang bernama Syafa Azzahra;
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- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak
awal pernikahan mereka, tetapi puncaknya terjadi pada bulan
Juni 2017,

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, bahkan berkelahi;

- bahwa benar sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat bersama anaknya;

- bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, saksi tidak melihat ada
komunkasi dengan Penggugat dan tidak melihat ada sesuatu

. yang dikirimkan kepada Penggugat;

- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat
agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak adal lagi hal-hal
yang akan diajukan dan memohon putusan.

L Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang
dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak ter[pisahkan dengan putusan
ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
' adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan dalil-dali yang pada pokoknya bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun dan telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama Syafa Azzahra, tetapi karena
Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal yang sepele, tidak terbuka
dalam soal keuangan dan bersikap dingin sehingga terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat
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tinggal sejak bukan Juni 2017 serta tidak ada harapan lagi akan hidup
rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat
didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil
gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara
perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 23 Desember 2007, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat

. bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor 601/40/X11/2007 Tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak
terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2007.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
dengan alasan rumah tangganya telah pecah (marriage breakdawn)
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2017
Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang,

. maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk
membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatanya itu, telah mengajukan dua orang dekatnya sebagai saksi,
masing-masing bernama Sitti binti Lahuku dan Milda Anggraeni binti
Syarif Tuan Caddi.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut di depan persidangan
telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang
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jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar sampai berkelahi dan sejak bulan Juni 2017 Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa Tegugat meninggalkan Penggugat pada bulan
Juni 2017 dan tidak kembali sampai sekarang, secara tidak langsung
(indirect evidence) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat
meninggalkan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran

. dengan Penggugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan
perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya
karena Tergugat membesar-besarkan persoalan yang sepele, tidak
terbuka dalam hal keuangan, dan bersikap dingin terhadap Penggugat,
tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan
saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak
terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah tidak dapat dipertahankan.

' Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap
pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan
menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak
lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara
ini.

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum lama
berpisah tempat tinggal, dipastikan tidak akan hidup rukun kembali
karena Penggugat terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan
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Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke
persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan
membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan hidup rukun
kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat
lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih
baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-
Ahwal al-Syakhisiyah, halaman 421 yang berbunyi:

. A (e cullad ) LAY gag ... Lagd Bal (g Bl ol g3 dna gl ¥ a3 1)) A g3l ol 1)
Liply dilh Lgte 31k Lagis £ s 08 (i) Sae g W1ged Sl b Ay Wy (il

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak
mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya

¢ diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat
mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak
ba’in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-
. dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka
gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan
karena itu gugatan Penggugat dikabulkan ddengan verstek, maka sesuai

dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum lIslam, Majelis
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Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak
satu ba’in shughra.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan  salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di
mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
. Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan
perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasl 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
> Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
. untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rais bin Abdul
Rahman Radjak) terhadap Penggugat (Nurlaila binti Syarif Tuan
Caddi).

3. Memerintahkan Panitera Pengadian Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai
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Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang diakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah

Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 27
Setember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439
Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam,
S.H.l., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.l., M.H.l., masing-masing sebagai

. Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khairiyah, S.H..I.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Panitera Pengganti,

L S.H.L, MH.L Khairiyah, S.H.1.
Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Perkara  Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp230.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp _6.000,00

Jumlah Rp321.000,00
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